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TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

* a bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
pelaporan tahunan dalam rangka pencapaian
penerapan Standar Pelayanan Minimal secara optimal :
dan terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Palu,
perlu membentuk tim penyusunan laporan; ?

b.bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu  menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan
Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- '
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan -
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tam! /

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6
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Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubah
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

: Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

: Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab :

1. bertanggung jawab pada kebenaran
ah di lapo oleh Tim Pene v
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yooerapan  Pencapaian Standar Pelas
- (SPM) Pemerintah Kota Palu be

dengan pelaksanaan tugas; :

2. mengavaluasi tugas Tim Penerapan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah
Kota Palu; :

3. menyimpulkan  hasil pembahasan,  hasil
penyusunan/ penyempurnaan dan kajian
penerapan standar pelayanan minimal (SPM)
Pemerintah Kota Palu untuk di ajukan kepada
penanggung jawab Tim Penerapan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah
Kota Palu;

4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada
Penanggung Jawab Tim Penerapan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah
Kota Palu Kepada Penanggung Jawab; dan

5. mengakomodir saran dan masukkan Tim

Penerapan  Pencapaian  Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu.

. Sekretaris :

1. membantu  kelancaran  administrasi  Tim
Penerapan  Pencapaian  Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Pememrintah Kota Palu;

2. menfasilitasi rapat Tim Penerapan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah
Kota Palu;

3. menyiapkan bahan/materi rapat dengan Tim
Penerapan  Pencapaian  Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu;

4. membuat notulen rapat dengan Tim Penerapan
menyusun standar pelayanan minimal dengan
Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Pemerintah Kota Palu;

5. menyusun standar pelayanan minimal dengan
Tim penetapan pencapaian standar pelayanan
minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu;

6. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim
Penerapan  Pencapaian  Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu; dan

7. menyempurnakan  rancangan er

tunjuk teknis dalam
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4. membantu melakukan pemeriksaan |
dokuman SPM yang dilaporkan ;
Daerah; s s

5. membantu penyempurnaan hasil pembahasan
terkait Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan ‘

: Minimal; dan
e 6. melaporkan hasil pembahasan, hasil
penyusunan/penyempurnaan dan kajian

Penyusunan  Penerapan  Standar Pelayanan
Minimal Pemerintah Kota Palu kepada Ketua Tim
Penerapan  Pencapaian  Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu.
KETIGA : Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal -
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali :!‘4
Kota Palu. J{a
\

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal g
ditetapkan. .

Ditetapkan di Palu . .'
pada tanggal S

a.n. WALI KOYA PALU
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Jabatan

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kota Palu

Kepala Sub Bagian Tata Laksana
Sekretariat Daerah Kota Palu

Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Sekretariat Daerah Kota Palu

Kepala Sub Bagian  Pembinaan
Aparatur Sekretariat Daerah Kota Palu

Staf Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Palu 5 (lima) orang

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota B

Anggota

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,
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